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BUPATI BUTON 
PROVINS! SULAWESI TENG GARA 

PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR 9 TAHUN 2024 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA 
DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON, 

Menimbang a. bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan 
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 
dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu pengaturan 
dalam pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai 
dari dana desa berpedoman pada petunjuk teknis yang 
ditetapkan oleh bupati/wali kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang 
Didanai dari Dana Desa di Kabupaten Buton Tahun 
Anggaran 2024; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 15); 

10 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 14  Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1099); 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;  

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569); 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;  

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas 
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 868); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 1051) ;  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Buton Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Tahun 2023 Nomor 193); 

2 1 .  Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 297); 

22 . Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2022 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 
2022 Nomor 379); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA DI 
KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluasiuasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Buton. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

10 . Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau 
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat. 



@ 

- 5 ­  

1 1 .  Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 
telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh 
Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan 
prakasa masyarakat Desa. 

12.  Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 
selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah 
antara BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP 
Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada 
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

17. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut 
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk 
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

18 . Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

19 . Padat Karya Tonai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang 
bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber 
daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan 
tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

20. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa adalah kegiatan 
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang 
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui 
musyawarah Desa. 

2 1 .  Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia 
yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang 
pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa yang direkrut oleh Kementerian. 

22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah 
tertinggal, dan transmigrasi. 

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, 
dan transmigrasi. 
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Pasal2 

(1 )  Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diprioritaskan untuk 
mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. 

(3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. 

Pasal 3 

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi masyarakat Desa dalam rangka: 
a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; 
b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta 
c. penanggulangan kemiskinan 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: 
a. rincian prioritas Penggunaan Dana Desa; 
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; 
c. publikasi dan pelaporan; dan 
d. pembinaan. 

BAB II 

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 5 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan 
melalui: 

a. pemenuhan kebutuhan dasar; 
b. pembangunan sarana dan prasarana Desa; 
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Pasal 6 

(1)  Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: 
a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa; 
b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan 

Desa; 
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan 
d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. 

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: 
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa; 
b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 

pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh; 
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c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik 
altematif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik; 

d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan 

komunikasi; 
f. pembangunan sarana dan 

peningkatan kualitas sumber 
desa; 

g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 
peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
dan 

h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi 
dan penanganan bencana alam dan nonalam. 

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: 
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 

pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik 
Desa bersama; 

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan 
dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik 
Desa bersama; dan 

c. pengembangan Desa wisata. 
(4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
terdiri atas rincian: 
a. pemanfaatan energi terbarukan; 
b. pengelolaan lingkungan Desa; dan 
c. pelestarian sumber daya alam Desa. 

Pasal 7 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  dilaksanakan 
melalui: 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat 

hidup sehat; 
b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; 
c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat desa; 
d. pengembangan seni budaya lokal; dan 
e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan 

penanganan bencana alam dan nonalam. 

Pasal 8 
( 1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 

masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a terdiri atas: 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 

masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan 
penurunan stunting di Desa; 

prasarana dalam rangka 
daya manusia masyarakat 
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b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan 
penyakit menular dan penyakit tidak menular; 

c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi 
pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 

d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika. 

(2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri 
atas: 
a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka 

perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan 
pendataan perkembangan desa; 

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan 
pangan nabati dan hewani; 

c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa; 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga 
masyarakat desa; dan 

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka 
pengembangan listrik altematif di Desa untuk 
mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan. 

(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 
kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: 
a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat Desa; 
b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 

pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik 
Desa bersama; dan 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang 
diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan 
usaha milik Desa bersama. 

(4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui peningkatan 
kapasitas seni budaya warga Desa. 

(5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka 
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas: 
a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 

kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana 
alam; dan 

b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana 
nonalam atau kejadian luar biasa. 
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Pasal 9 
Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengelolaan keuangan Desa. 

Pasal 10 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan petunjuk 
operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 1 1  

( 1 )  Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dibahas, disepakati, dan 
ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. 

(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa 
yang mengatur mengenai RKP Desa. 

(4) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan mengikuti tahapan 
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

Pasal 12 

(1 )  Pelaksanaan program dan/atau kegiatan Prioritas penggunaan 
dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 
dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan 
sumber daya lokal Desa. 

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. 

(4) Pendanaan Padat Katya Tonai Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 
50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Katya Tonai 
Desa. 

(5) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan 
kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh 
Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa. 
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(6) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 
( 1 )  Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1)  dilakukan dengan cara: 
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa; 
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; 
c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan 

dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/ atau 
d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan 

Dana Desa. 
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat 

dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Pasal 14 
(1 )  Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP 

Desa. 
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  disusun berdasarkan: 
a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs 

Desa; 
b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data 

perkembangan desa; dan 
c. aspirasi masyarakat Desa. 

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  menjadi pedoman dalam 
penyusunan APB Desa. 

BAB IV 

PUBLIKASI 

Pasal 15 

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan. 

Pasal 16 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 terdiri 

atas: 
a. hasil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, 

dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian 
Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB 
Desa. 

(2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan 
besaran anggaran. 
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Pasal 17 
(1)  Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan 

melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi 
lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses 
oleh masyarakat Desa. 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dilakukan secara swakelola dan partisipatif. 

Pasal 18 
(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 dikenai sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; atau 
b. teguran tertulis. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan 
BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa. 

BABV 
PELAPORAN 

Pasal 19 

(1)  Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dan Bupati melalui 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan 
sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa 
ditetapkan. 

(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala 
Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa kepada Menteri dan Bupati dalam bentuk 
dokumen fisik. 

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional. 

BAB VI 
PEMBINAAN 

Pasal 15 

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, 
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau camat. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan menggunakan sistem informasi Desa. 



%@ 

- 1 2 ­  

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal U( Hark 2024 
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BAB III 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan 
penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan 
yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil 
pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas 
Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. 
Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: 
1 .  Tahap Musyawarah Desa -- RPJM Desa 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal 
strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah 
Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa terse but, paling 
sedikit meliputi: 
a Pencermatan Ulang RPJMDes; 
b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya; 
c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; 
d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah 

Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam 
dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). 

2. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa 
a Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa 

berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan 
kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib 
dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa. 

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait 
penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya 
tentang informasi sebagai berikut: 
1) pagu indikatif Dana Desa; 
2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan 

APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 
3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa. 

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP 
Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut: 
1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan- 

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang 
akan dibiayai Dana Desa; 
pagu indikatif Dana Desa; 
program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan 
APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; 
data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan 
tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu 
dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa 

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam 
Penyusunan Rancangan RKP Desa 
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan 
untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan 
data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala 
Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan 
prioritas kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa 
yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan 

4) 
5) 

2) 
3) 
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Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian 
terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat 
Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara 
sebagai berikut: 
a Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan 

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar 
besamya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat 
mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan 
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat 
Desa. 
Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan 
pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat 
bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan 
pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. 
Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan 
kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat 
Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan 
kemiskinan. 
Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, 
selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan 
pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat yang paling 
dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. 
Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. 
Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan 
pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa yang 
berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, 
meliputi: 
1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh 

pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi 
kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak; 

2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat 
Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan 
orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang 
mendukung pengembangan ekonomi produktif; 

3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial 
untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan 
kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi 
bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin; 

4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat 
karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat 
penanggulangan kemiskinan di Desa; dan 

5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana 
alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat 
Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan 
dan lahan, serta tanah longsor. 
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b.  Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa 
dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya 
adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa 
kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang 
akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan 
cara sebagai berikut: 
1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa 

lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau 
lebih sedikit didukung masyarakat Desa; 

2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh 
masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa 
bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan 
kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 

3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat 
Desa lebih diutamakan. 

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa 
Kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa yang 
dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap 
berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan 
antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan 
sumber daya yang ada di Desa. 
Kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa yang 
direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber 
daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih 
diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan 
pelaksanaannya kepada pihak ketiga mendayagunakan sumber daya 
yang ada di Desa. 

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan 
Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan 
pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan 
dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. 
Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau 
pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan 
dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. 
Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/ atau 
pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan 
kegiatan yang tidak berkeberlanjutan. 

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa lnovasi Desa 
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk 
memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa 
yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. 
Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa 
menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. 
Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat 
Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar 
dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, 
peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa. 
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f  Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan 
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan 
dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya 
dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus 
memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana 
Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan 
kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses 
masyarakat Desa. 

Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan 
masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa 
dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan 
dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang 
bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi 
masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. 
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa 
rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan 
dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan 
prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati 
dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP 
Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan 
Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani 
peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa. 
Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa 
Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan 
berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan­ 
kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP 
Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang 
direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. 
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban 
mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB 
Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati. 
Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan 
kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda 
dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP 
Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana 
penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD 
berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan 
menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada 
Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa 
Tahap Reviu Rancangan APB Desa 
a Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud 
diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan kegiatan yang dibiayai 
Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut: 
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1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa; 

2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; dan 

3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

b Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. 
Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
1) Bupati/Wali Kata menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran 

adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa; 
2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal 

ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa; 
3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan 

kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana 
penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas 
dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati 
atas rencana penggunaan Dana Desa; dan 

5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa 
dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kata atas 
rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan 
rencana penggunaan Dana Desa; dan Dalam hal berdasarkan hasil 
kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak 
ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka 
kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. 

Partisipasi Masyarakat 
Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam 
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi 
dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara: 
a terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa; 
b. menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan; 
c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam 

dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau 
d terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor 
kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus 
Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau 
perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan: 
1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan 
2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara 

keputusan musyawarah Desa. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. Swakelola 
1 .  Program dan/ a tau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian 
Desa; 

2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya 
alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa; 

3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang pengadaan barang danjasa di Desa; 

4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa 
diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau 
kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa. 

5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di 
desa setempat. 

B. Padat Karya Tunai 
1 .  Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola 

Padat Karya Tunai Desa; 
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan 

sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara 
lestari berbasis pemberdayaan masyarakat; 

3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip: 
a. inklusif: 

melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang 
disabilitas, dan penganut kepercayaan. 

b. partisipatif: 
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong 
royong dan disepakati dalam musyawarah Desa. 

c. transparan dan akuntabel: 
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara 
moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak. 

d. efektif: 
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan 
daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, 
dan pelestarian yang berkelanjutan. 

e. swadaya dan swakelola: 
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk 
sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa 
serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa. 

4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan 
kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat 
marginal lainnya; 

5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen); 
6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; 
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) 

dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola 
Padat Karya Tunai Desa; 
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